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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK
JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA PADA JABATAN KERJA
MANAJER ENERGIDI INDUSTRI DAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan dan peningkatan
kompetensi manajer energi yang berkualitas dan memiliki
kemampuan teknis serta keterampilan khusus di industri
dan bangunan gedung, perlu memberlakukan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa
Profesional, llmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa
Profesional, llmiah dan Teknis Lainnya Pada Jabatan
Kerja Manajer Energi di Industri dan Bangunan
Gedungsecarawajib;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia Kategori Jasa Profesional, llmiah dan Teknis

Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
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Mengingat

Lainnya Pada Jabatan Kerja Manajer Energi di Industri

dan Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4746);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang
Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5083);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomorl132);
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal
27 Oktober 2014;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasidan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1725);
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9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi
Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 338);

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 557);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI
JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA
PADA JABATAN KERJA MANAJER ENERGI DI INDUSTRI DAN
BANGUNAN GEDUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang
selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan
kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang
relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji
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kompetensi dan sertifikasi profesi pada jabatan kerja manajer

energi di industri dan bangunan gedung.

Pasal 3
Memberlakukan SKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan
Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, limiah dan Teknis
Lainnya Pada Jabatan Kerja Manajer Energi di Industri dan
Bangunan Gedung sebagaimana ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 80 Tahun 2015
tanggal 4 Maret 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, lImiah dan
Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiahdan Teknis
Lainnya Pada Jabatan Kerja Manajer Energi di Industri dan

Bangunan Gedung.

Pasal 4
SKKNI KategoriJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan
Pokok Jasa Profesional, llmiah dan Teknis Lainnya Pada
Jabatan Kerja Manajer Energi di Industri dan Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku wajib

secara nasional.

Pasal 5

(1) Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SKKNI
Kategori Jasa Profesional, llmiah dan Teknis Golongan
Pokok Jasa Profesional, llmiah dan Teknis Lainnya Pada
Jabatan Kerja Manajer Energi di Industri dan Bangunan
Gedung dilakukan oleh Menteri dan gubernur sesuai
dengan kewenangannya.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
melimpahkan wewenang kepada Direktur Jenderal Energi

Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

Pasal 6
Terhadap manajer energi di industri dan bangunan gedung

yang telah memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan
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sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, sertifikatnya
masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa sertifikat

dimaksud.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan dan
Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Energi
Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 326);

2. Peraturan Menteri Energi dan SumberDaya Mineral
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan dan
Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Energi
Bidang Bangunan Gedung Sub Bidang Pengelolaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
327),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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